
 

 

 

 

 

 

   BUPATI GARUT 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI GARUT 

NOMOR 26 TAHUN 2021   

  TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 102 TAHUN 2014 

TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI GARUT, 

Menimbang :  a. bahwa guna melaksanakan Undang-Undang Nomor 6                 

Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23               
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan   Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan              

Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan 
Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 254                   
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut 
Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian 

Wewenang Bupati Kepada Camat;    

b. bahwa sehubungan ada penambahan pelimpahan sebagian 

wewenang Bupati kepada Camat, maka Peraturan                   
Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu 

ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan                

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan 

Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat;     

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14            

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
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2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4866); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5494); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                      

Nomor 5495); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6                    
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6                  
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6321);  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia                   
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 

Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia                   
Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6206); 

11. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan 
untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 222); 
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 

tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu 

Kecamatan; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 
tentang Pedoman Pemberin Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1814); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut 

(Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut                

Tahun 2016 Nomor 9); 

17. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang 
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah 

Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut                    
Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 139  
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan               
Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut 

(Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 139); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  :  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 102 TAHUN 2014 
TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI 

KEPADA CAMAT. 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 tentang 

Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat (Berita Daerah                 
Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Garut Nomor 254 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan                     
Bupati Garut Nomor 102 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang 
Bupati kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 11) 

diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 8 

Pelimpahan kewenangan pada aspek penetapan sebagaimana dimaksud dalam     

Pasal 2 huruf f, meliputi: 

a. pemberian cuti bagi kepala desa yang akan mencalonkan diri kembali dalam 
pemilihan kepala desa sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan 

selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih; 
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b. penetapan Keputusan tentang Pengukuhan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD) Kecamatan dan Bunda Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Desa; dan 

c. penetapan Surat Perintah bagi Sekretaris Desa untuk melaksanakan tugas dan 
kewajiban Kepala Desa, selama Kepala Desa cuti mencalonkan diri kembali 

dalam pemilihan kepala desa sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan 

selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut. 

 Ditetapkan di Garut 

 pada tanggal 3 - 5 - 2021 

     B U P A T I  G A R U T, 

  t t d          

 RUDY GUNAWAN    

 

Diundangkan di Garut 

pada tanggal 3 - 5 - 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,  

                          t t d 

     N U R D I N  Y A N A                                 

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT 

TAHUN 2021 NOMOR 26    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui 

Sesuai dengan aslinya 

a.n. SEKRETARIS DAERAH, 
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA, 

u.b. 
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